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ABSTRAK

CATATAN

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun
2017 telah ditetapkan tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara, sehubungan
telah diubahnya Peraturan Gubernur Nomo 39 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daearah Provinsi sumatera Utara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur
Nomor 46 Tahun 2018.

Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun
2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2016; Pergub
No. 39 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Pergub No. 46 Tahun 2018.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Tugas, Fungsi , dan Uraian Tugas
dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera
Utara melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program

b. pengembangan sumber daya rnanusia provinsi;

c. peayelenggaraan pengembangan kompetensi di

d. lingkungan pemerintahan Provinsi dan

e. KabupatenlKota;

f. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan
g. pemerintah Provinsi dan Kabupatenl Kota;

h. penyelenggara€Ln pemantauan, evaluasi dan pelaporan
i. atas pelaksanaai pengernbangan sumber daya manusia
j. aparatur di Provinsi dan Kabupaten /Kota;

k. pelaksanaan administrasi Badan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Mei 2019,
ditetapkan 26 April 2019.
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